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SAMBUTAN
KETUA PENGURUS YAYASAN TARUMANAGARA

Pada kesempatan ini sava mewakili Pengures Yayasan Tarumanagara
menyambut baik direrbitkannya Buku Bunga Rampai Pendisan Bersama Dosen-
Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanapara sebagai salah saro hasil dari
rangkaian kegiatan Ulang Tahur Fakultas Hukam | Oktober 2013. Yayasan
Tarumanagara sangat mendulung kegiatan yang bersifat positif seperti kegiatan
akademik baik penulisan maupun penelitan.

Penulisan bersama Desen Fekultas Hukum sebagal bagian dari salah sato
tugas dosen sebagai pendidik di Perguruan Tinggi vang berkaitan dengan
Tridarma yang dilakukan secira berkesinambungan dengan kegiatan penelitian
dan pengabdian kepada masyarakat. Dosen perlu mengembangkan ilmu,
teknologi dan seni melalui penelitian yang dipublikasikan melalui jurnal dan
saminar acaupun kegiatan ilmiah lainnya. Penulisan bersama ini merupakan
langkah yang positif dari Fakultas Hukum dalam mendorong pengembangan
Diozen,

Harapan kami, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara terus
mengembangkan upaya menuju Fakultas yang unggul baik dalam penelitlan
dan pengembangan ilmu. Upaya-upaya sinergi dari seluruh komponen dalam
sebugh sistem pengelolaan pendidikan merupakan tuntutan masyarakat masa
kini dan yang gkan datang. Demikian sambutan kami. Terima kasih kepada
Pimpinan Fakultas Hulum, Para Dosen den Karyawan yang telah bersemangat
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dalam menerbitkan Buku Penulisan Bersama ini. Semoga Buku Penulisan

Bersama ini dapat berguna bagi sivitas akademiks Universitas Terumanagara.
Terima kasih.

Pengurus Yayasan Terumanagara

Gunardi, S.H., M.H.




SAMBUTAN
REKTOR UNIVERSITAS TARUMANAGARA

Saya menvambut baik kehadiran buku ini yang berjudul “Hukum dan
Kendilan (Aspek Nasional & Internasional}”. Saya sangat menghargai kerja keras
Fakultas Hulum UNTAR dan para penulis tentang berbagat aspek hulaam vang
dimuat dalam buku ini. Saya percaya buku ini dapat memberi manfaat baik
bagi para akademisi maupun para praktisi vang ingin menambah pengetahuan
dalam aspek hukum,

Hukum adalah suatu produk yang dinamis dalam memenuhi kebutohan
sostal manusia dalam bermasyarakat. Sejalan dengan perieembangan Teknolog
informasi vang telah mengubah gava hidup dan cara berpikir manusia sesual
dengan tempat dan wakiy, maka Hukum dalam memenuhi kebatuhan sosial
masyarakat juga mengalami penyesuaian. Dan perubzhan ini akan terjadi
secara terus menerus. Dengan demikian, penerbitan buka ini dapar dilihar
darl dua aspek. Yang pertama, melalul buku inf akan menambah masukan
dan pengetahuan dalam menghasilkan produk hukum untuk memenuhi
harapan masyvarakat yang dinamis. Yang kedua, meningkatkan dan memacu
pard akademisi untuk menulis dan memberikan kontribusi dalam bidang
kreilmuanmya. Hal ini sangat dibutuhken bukan hanya oleh Universitas schagai
institusi pendidikan, tetapi juga oieh para ilmuwan yang ingin meningkatkan
kemampuan dalam menganalisis dan menuliskan pemikirannya. Di samping
fral tersebur di aras, buky ini meropakan suar hasil karya yang sangat baik
dan bermanfaat berbagai pihak yang terkait.
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Sebagai akhir kata saya mengucapkan selamar dan sukses kepada para
penulis atas komitmen dan kontribusinya dalam mencerdasian bangsa, semoga
semangat ini dapat dikembangkan lebih lagi di masa yang akan datang.

Jakarta 20 September 2013
Rekror Universitas Tarumanagar

Prof. Ir. Roesdiman Soegiarso, M.5c., Ph.D.
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SAMBUTAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANACGARA

Saya menyambut balk penerbitan buku Bunga Rampai Hukum, yang
membahas tentang “Hukum dan Keadilan (Aspek Nasional & Internasional) ”,
karya Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara (FH-UNTAR),
vang diterbitkan dalam rangks Peringatan Ulang Tahun Fakultas Hukum
Universitas Tarumanagara ke-51 (1 Okeober 1962 - | Okrober 2013).
Menurut saya, buku ini hadir pada saat yang tepat karena masalah hubkum dan
keadilan selalu menjadi diskusi yang menarik dan tidak pernah berhenti untuk
dibicarakan baik di kalangan para akademisi maupun praktisi.

Bauku ini memberikan gambaran mengenai permasalahan hukum maupun
krzdilan, dari berbagai pandangan para penulis sesuai dengan masing-masing
kompetensi keilmuan. Saya berharap buku ini dapat memberikan pencerahan
bagt pembaca dan menjadi sumber inspirast para dosen FH UNTAR untuk
teroy mengembanglan ilmu, serta dapat mendorong penegakan hukum darn
keadilan di Indonesia. Semoga buku vang dipersembahkan di hari Ulang Tahun
FH UNTAR ini skan menambah literatur dan khazanah pengetabuan hukum
di masyarakat Indonesia.

Sava mengucapkan sclamatr dan sukses kepada seluruh penulis atas
kentribusi dalam memberikan sumbangsih rulisan sebagai bagian pelaksanaan
Tridarma Perguruan Tinggl di tengah kesibukannya. Saya juga mmnmpaﬂm
terima kasih dan penghargaan kepada tim penulisan buku ini yang telah
mencurahkan tenaga dan pikirannya, sehingga terbit tepat wakm. Semoga
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buku ini dapat memberikan efek positif bagi seluruh Civitas Akademiks
FH UNTAR dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu bukum serta dunia
pendidikan hukum.

Jakarta, 1 September 2013

Dekan,
Dir. Amad Sudirg, 5.H., M.H.., M.M.




KATA PENGANTAR EDITOR

Aruran hukum sangat diburnhkan dalam kehidupan bermasyarakat, demi
terwujudnya ketertiban, keamanan, ketentraman, dan tercapainya rasa keadilan
di rengah masyarakat. Hal ini merupakan salah satu fungsi hukum yang harus
dikedepankan secara bersama-sama di setiap sendi kehidupan umat manusia.
Hukum tidak hanya berpegang pada aturan yang dibuat olch penguasa, tetapi
hizrus kembali kepada nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat. Memahami
hukum secara komprehensil scbagal suatu sistem vang terintegrasi menjadi
sangai penting untuk dilakukan. Strategi pembangunan hukum dalam
pesnbangunan nasional untuk mewujudkan gagasan negara hukum tidak boleh
terjebak hanya berorientasi membuat hukum saja atao hanya dengan melihat

‘salah satu elemen/aspek dari keseluruhan sistem hukum yang ada.

Secara konsepsional, hukum sejatinya mengejer esensi keadilan sebagai
Tujuan primermya. Namun, cita-cita mulia hukum seperti itu sering berbanding
terhalik dengan realitasnya. Pada dasarnya hukum sebagai norma memiliki
watak das sollen. Hukum menetapkan apa yang menjadi kewajiban dan tanggung
jawab masyarakat dalem kerangka hidup bersama orang lain. Adanya hukum
vang berfungsi schagai norma untuk mengatur hubungan antar anggota
masyarakat, membuat manusta terikar dengan kewajiban dan tanggung jawab
hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam penegakan hukum (lew enforcement) demi tercapainya rasa keadilan -
yang hakiki mencakup berbagal kepiatan untuk melaksanakan dan menerapkan
hukum yang berkeadilan, serta melakukan tindakan hukom terhadap setiap
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pelangparan atan penyimpangan hubkum yang dilakukan oleh subjek hukum,
baik melalui prosedur peradilan atau arbitrase dan mekanisme alternatif
penyelesatan sengketa lainnya (alternative disputes resolution) . Dalam pengertian
vang lebih luas, kegiatan penegakan hukum yang berkeadilan mencakup juga
sepzala aktivitas yang berrujuan agar hukum sebagai perangkat kaidah normarif
yang mengatur dan mengikar para subjek hukom dalam segala aspek kehidupan
bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditastl dan sungguh-sungguh
dijalankan sebagaimana mesrinva.

Buku bunga rampai hukum yang membahas sekitar Hukum dan Keadilan,
serta berbagai masalah Hukum Nasional dan Internasional ini, merupakan
bahan bacaan untuk melengkapi literatur hukum saat ini. Semoga dapat
memberikan tambahan wawasan baru bagi pembaca, khususnya masalah-
masalah vang berkaitan dengan berbagai aspek hukum yang dibahas di dalam
buko fnd.

Jakarta, 1 September 2013
Tim Editor
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URGENSI INDONESIA DALAM whow,
MEMPERTAHANKAN KAWASAN AMBALAT DAN

AMBALAT TIMUR

Oleh: Dr. Ida Kurnia, 5.H., M.H.

ABSTRAK

Wiayah negara merupakan salah satis unsur negara, baik berupa wilayah darat, laut maupun

wuelara, Ciah karena o wilayah susty negera hasus jelas dan harus adanya kepastian batas-
 ‘hatasnya. Berksitan dengan batas wilaysh tersebut, hal yang paling urgen bagi hegara
Indonesia adaish batas wikayah lagt atau yang biasa disehist dengan wilayah marisie.
 Tebagammana diketshiil babwes wiliyah peraitan Indonesia besbatasan diangan 10 (sepulub)
neqgdra letanggs dan perbatasan tersebut mencakup balk perbatasan maithm yang benipa
Jait taritorial, 2ona tambakan, 2ona ekonomi sksklugf maupun landas kontinen. Perbatasan
maritim Indonesia dengan negara-negara tetangga hingga saat ini terdapat beberapa
: salahan perbatatan yang masth belum diselesalkan sacara tuntas. Salah satarya
 adalah Kewasan Ambalat dan Ambalat Timur, Kawasan rersebat merupaken wilaysh yang
 sermasuk datam Kedaulatan Negara Indonesia, namun Malaysia telah mengklaimrya. T8
samping ity Maizysia juga telah melakukan tindakan yang melanggar ketentugn hukum
dan aszs bertetangga yang baik.

Latar Belakang

|ndonesia sehagai Negara Kepulauzn telah mempunyai kepastian hubkum,
ik menurtt hukum internasional maupun hukum nasional. Ditinjau dari
sek hukum Internasional, hal tersebuc telah sesual dengan ketentuan
ay; diatur dalam United Nations Convendon on the Law of the Sea 19821,

Tnited Nations Convention on the Law of the Sea 1982 atau biasa disebut
Leivensi PBB tentang Hulum Laut 1982, kemudien disingkat KHL 1982, yang
selanjutnya dalam penulisan ini digunakan istilah KHL 1982). Dalam Pasal
0% (1) KHL 1982, menyarakan bahwa:

Konvensi ini berlaku 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pendepositan
mmagam ratifikasi atau aksesi yang ke-60.

Pada tahun 1994 ketentuan konvensi tersebut telah terpenuhi
warifikasian/aksesi yang ke-60, artinyai berdasarkan ketentuan internasional,
91 1982 telah berlaku efektif. Sebaliknya, apabila ditinjau dari aspek hukum



nasienal apakah ketantuan tersebur telah memenuhi persyaratan? Sebenarnyz |
tindakan yang dilikukan oleh masvarakar intemasioal ini tidak terlepas dan

perjuangan Bangsa Indonesia dalam rangka menggolkan kedudulan Indonesia

sehagai Negara Kepulauan.

Perjuangan Indonesia untuk mendapatkan kedudukan sebagai Negara
Kepulauan akhirnya mendapat pengakuan dar masyarakat internasional.
Hal ini disambut oleh Indonesia dengan melakukan tindakan pengikatan din
terhadap KHL 1982, vaitu dengan meratifikasi KHL 1982 melalui Undang
Undang No.17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convent
on the Law of the Sea. Tindakan tersebut membawa suatu konsekuensi
bagi Mepara Indonesia. Artinya Indonesia telah menpikatian diri pada su
perjanjian internasional, maka Indonesia harus menjalankan segala hak dan
kewajibannya, hal ini sesuai dengan asas yang diatur dalam hukum pesjanji
internasional, yang disebut dengan Asas Pacta Sunt Servanda. Asas Pacta
Servandas mempunyai arti bahwa apabila suatu negara telah mengikatkan dir
pada suatu perjanjian internasional, maka negara tersebut harus menjalan
segala hak dan kewajiban yang terera dalam perjanjian tersebut dengan i
baik. Bagitu pula dengan Megara Indonesia vang telah mengikatkan din
KHL 1982. Lebih lanjut, hal vang perlu mendapat perhatian, vaitu KHL 1982
merupakan peraturan payung, schingga apabila terjadi perselisihan dengan
negara tetangga yang terkait dengan masalah kelautan khususnya masalah
perbatasan marftim, maka KHL 1982 dapat dipakal sebagai landasannya

Indonesia sebagai Negara Kepulavan tentunya memiliki perairan yang:
berbatasan langsung dengan negara tetangga, yang berarti bahwa Indonesia
harus segera menetapkan batas maritim dengan negara-negara tetangga, dan
kal ini sangar penting untuk segera diwujudkan. Berkaitan dengan wilayah
veritorfal Indonesia, saat ini yang masih menjadi sengketa parbatasan maritim’
adalah penentuan garis batas laut terfrorfal Indonesia di kawasan Ambalat
dan Ambalat Timur dengan Malaysia. Perbatatan maritim Indonesia yang
berdampingan dengan Malaysia berada di 3 (tiga) tempat, yaitue
1. Garis batas laut wilayah vang terletak di Selar Malaka antara Indonesia

dan Malaysia, terutama pada bagian yang sempit, sebagail implemenrasi

dari penentuan batas wilavah laut masing-masing negara sejauh 12 mil

laut yang diukur dari garis pangkal dan sesual dengan Konvensi Hukum

Laut Internzsional 1982, Kesepakatan ini disetuful oleh kedua negara pada

tangpal 17 Maret 1970 di Kuala Lumpur (Sudjarmiko dan Rusdi Ridwan,

2004:91). Disatifikasi dengan UU No. 2/1971 tanggal 10 Maret 1971, LN

1971/16, TLN 1971/2957.
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2. Garis batas landas kontinen antars Indonesia dan Malaysia terletak di
Selar Malaka, Laut Cina Selzran di sebelah timur Malaysia Barat dan Laut
Cina Selatan bagian timur di lepas pantai Serawak. ditandatangani pada
tanggal 27 Okrober 1969 di Kuala Lumpur (Sudjatmiko dan Rusdi Ridwan,
2004:91). Dirarifikasi dengan Keppres No. 89/1969, tanggal 5 Movember
1971, LN 1969/54

‘3. Penetapan baras laut wilayah di Laut Sulawesi,

Perundingan batas laut di Laut Sulawesi antara Indonesia dan Malaysia
selah berlangsung dari rahun 1960an sampai sekarang, Perundingin sempat
perhent karena belum jelas status kepemilikan Pulaw Sipadan dan Pulau
Ligitan. Yang pada akhirnya kedua negara membewa penyelesalan sengketa
kepemilikan Pulan Sipadan dan Pulau Ligitan ke Mahkamah Internasional,
aan menandatangani Special Agreement For the Submission to the International
rt of Justice on the Dispute Between Indomesia and Malaysio Concerning the
vereignty Over Pulan Sipadan and Pulau Ligitan di Kuala Lumpur 31 Mei 1997

n diserahkan kepada Mahkamah Internasional melalui foint Letter, kemudian
‘@nuruskan oleh Mahkamah Internasional melalui Press Release 33/2002 tanggal
| 17 Desember 2002, yang memutuskan kepemilikan kedua pulay tersebut
" menjadi milik Malaysia.
Serelah selesainya kasus kepemilikan kedua pulau, yaitu Pulau Sipadan
p Polau Ligitan, timbul masalah baru, yaitu penentuan garis batas laut
sritorial Indonesia bagian timur Kalimantan Timur (kawasan Ambalat dan

mbalat Timur). Masalah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia di kawasan
fenbalat dan Ambalat Timur muncul sebenarmya sudah melalui proses yang
=t pun]a.ng.stpuﬁ telah diungkapkan di aczas bahwa pada tahun 1969 sudah
mulai diadakan perjanjian tentang garis batas landas kontinen, yang terletak
Selat Malaks, Laut Cina Selatan di sebelah timur Malaysia Barat dan Laut
Soa Selatan bagian timur di lepas pantal Serawak, kemudian sampai pada

acaknya, yaitu setelah Malaysta melalul perusahaan minyaknya, Petronas,
semberikan hak eksplorasi kepada perusahaan Shell untuk melakukan
sk=nlorasi di wilayah perairan laut di sebelah timur Kalimantan Timur yang
\ :-l nama Blok ND & [T} Eﬂ-ﬂ- Nﬂ T m

Adapun kronologis terjadinya sengketa Ambalar dan Ambalat Timur
hapai berikut {Analisis CSI5, 2005:117-119):
Seprember 2003: survel selsmik Malaysia di blok Y dan Z, di wilayah

© perairan Kalimantan Timur
" 2 Juni 2004: polisi laut Tawau, Malaysia, melakikan latihan menembak di
perairan Sipadan dan Ligitan yang termasuk wilayah perairan Indonesia.
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Juni 2005: kapal laur Malaysia, Sri Malaka melakukan pelanggaran wilayah
dengan mengejar dan menembak KM jaya Sakei, KM Wahyu, dan KM Trwan
milik nelayan Indonesia, di sekitar perairan Kalimantan Timur.
Februari 2005: KR1 Wiratno melakukan pemeriksaan rerhadap saru kapal
fkan di kawasan Karang Unarang. Pada saar yang sama kapal perang
Malaysia dan saru pesawat pengintai Malaysia melakukan manuver.

16 Februari 2005: perusahaan minyak Malaysia, Petronas memberi
komsesi eksplorasi sumber daya minyak kepada perusahaan minyak Shell
{Ingpris/Belanda) di perairan timur Kalimanean di blok YZ (ND 7 dan
ND). Indonesta menyebut blok yang diklaim Malaysla fru sehagai blok
Ambalat dan Ambalar Timur. Di blok Ambalar Indonesia relah memberi
konsesi kepada ENT (Ttali} pada 1999 dan berakhir pada 2029, Sedangkan
pemberian konsesi Eni Bukat Led. dimulal 1998 dan akan berakhir pada
2028. Sementara itu di blok Ambalat Timur konsesi diberikan kepada
Unocal (AS) pada 2004 dan perusshaan yang hanys mengoperasikan
pengeboran.

284 Februari 2005: PM Malaysia Abdullah Ahmad Badawi menyatakan
bahwa konsesi yang diberikan Petronas kepada Shell di perairan laut
Sulawesi berada di wilayah rerivorizl Malaysia.

3 Marer 2005: pertemuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

dengan CEQ Petronas Tan Sri Dato 5n Mohd. Hassan Marican, untuX
membicarakan masalah rencana investasi Perronas di Indenesia,

5 Marer 2005: ketegangan di perbatasan RI-Malaysia berkaitan dengan
klaim Malaysia atas wilayah Indonesia makin meningkar, Kapal perang
dua negara saling berhadapan di perairan sekitar Karang Unarang dengan
jarak sekitar 9,5 mil laut. Masing-masing KD Kerambit dari Malaysia dan
KRI Nuku dari Indonesia.

& Maret 2005: pesawat penginmi Laut Diraja Malaysia jenis Beech Craft
B 200 T Super King kembali mefakukan provokasi dengan melakukan
manuver di perairan Laut Sulawesi.

7 Maret 2005: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan menaiki KRI
K5 Tubun meninjau kawasan perbatasan Rl-Malaysia, rermasuk di blok
Ambalaz.

§ Maret 2005: aksi proces anti-Malaysia oleh sejumlzh anggota DPR-RI
dan beberapa kalangan masyarakat di depan Kedutaan Besar Malaysia di
Jakarta.
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12, & Maret 2005: penarikan sejumiah armada tempur di dasrzh perbatasan
perairan antara Indonesia-Malaysia, seiclah adanya pembicaraan
via telepon antara Presiden Susilo Bambang Yudhovono dengan PM
Malapsia Abdullah Ahmad Badawi. Kedua kepala negara sepakat untok
membicarakan persoalan Ambalar secara bilateral pada ringkat Menteri
Lugr Megeri di Jakarta pada 9 Maret 20035,

13. 9 Marer 2005: aksi protes anti-Malaysia di Pekanbary dengan cara
melakukan perusakan kantor Konsular Malaysia. Aksl serupa terjadi di
Kalimantan aras tindakan Malaysiz di perairan Laut Sulawesi,

. 9 Maret 2005: pertemuan Menteri Luar Negeri RI Hassan Wirajuda dan
Menteri Luar Negert Malavsia Sved Hamid Albar di Jakarta, sepakat untuk
scgera menyelesatkan masalah perbarasan laut kedua negara, khususnya
di Leut Sulawesi melalui penyelesaian secara damal,

. 9 Maret 2005; kapal-kapal Malaysia terdeteksi memasukl kawasan di
sekitar perairan Karang Unarang dan Ambalat, Kalimantan Timur,

. 10 Maret 2005: Menlo Syed Hamid Albar mengatakan babwa hubunyan
antara Indonesia-Malaysia hendaknya tidak dirusak karena belum adanya
kesepakatan soal Ambalar.

. 11 Maret 2005: aksi demonstrasi anti-Malaysia oleh sejumlah masyarakat
di depan kantor Perwakilan Tentara Diraja Maiaysia Divisen Pertama
Infantri Malaysia di Kampung Baru, Balikpapan. Aksi serupa terjadi di
Makasar yang dilakukan oleh DPP KNPL

12 Maret 2005: pelangparan dua kapal perang Tentara Laut Diraja Malavsia
{TLDM) yang memasuki wilayah perairan Indonesia i Laut Sulawesl.
Pelanggaran ini terkait dengan pembangunan mercusuar di Karang
Unarang yvang dilakokan Indonesia.

13 Maret 2005: sejumnlah elemen masyarakat, seperti Anghkatan 45,
Veteran FKPPL, Pengusaha, Petani, Akademisi dan Mahasiswa di Semarang
mendeklarisikan berdirinva Komando Ganyang Malaysia, Aksi serupa
terjadt di Kedirl, Surabaya, Solo, dan Batam uniuk mendirikan Posko
Ganyang Malaysia. Di beberapa tempat mereka telah menerima pendaftaran
-sejumlah sukarelawan yang siap dikirim ke Malaysia untuk berperang, Aksi
protes di sejumlah daerah juga diwarnai dengan pembakaran bendera
Malaysia.

14 Marer 2005: pernvataan PM Malaysia Abdullah Ahmad Badawi
tentang pemerintahannya tidak akan mengklaim bahkan mengambil
alih suatu kawasan yang menjadi milik Indonesia. Malaysia tetap akan

mempertahankan suaru kawasan yang memang menjadi haknya.



21. 19 Maret 2005: kapal-kapal perang Malaysia mencoba menggagalkan
mercusuar di Karang Unarang, perairan Nunukan, Kalimantan Timur
dengan membuat gelombang di sekitar tempat pembangunan.

42, 12, 13 Maret 2005: pertemuan tertutup Tim teknis Indonesia-Malaysia
di Bali untuk menyelesaikan senghkete wilayah perairan di Blok Ambalat
dan Ambalat Timur serta membicarskan wilayah perbatasan Indonesiz
Malaysia di perairan Laut Sulawesi.

23, 13 Marer 2005; aksi protes yang dilakukan oleh sejumlah Ormas, seperti
KNPl dan HMI di Bali dengan mendirikan Komando Bela Negara, dilakukan
di depan Hotel Gran Mirage Resort, Nusa Dua, tempat berlangsungnya
pertemuan tertutup tim teknis Indonesia-Malaysia

24. 8 April 2005: insiden serempetan KRI Tedong Naga dengan kapal pering
Malaysia, KD Rencong, di peralran Karang Unarang,

25. 14 April 2005: sepert] dilaporkan Kantor Berita Malaysia, Bernama, PM
Abdullah Ahmad Badawi menyatakzn hahwa tidak ada alasan bagi Malaysia
untuk meninggalkan kawasan blok Ambalat,

26. 15 April 2005: dalam ceramah di depan peserta Kursus Singkar Angkatan
XM dan Kursus Reguler Lemhannas Angkacan XXXVII wahun 2005,
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan hahwa perairan Ambatat
merepakan wilayah perairan Indonesia. Untuk ite pemerintah tidak akan
mengahaikan kedaufatan, hak, dan wilayah nasional,

Mencuatnya kasus Ambalat dan Ambalat Timur kepermukaan, sepert
telah diungkapkan di atas tentunya sudah melalui proses yang cukup lama
dan disiapkan secara matang oleh Malaysiz serta tidak dapar dipungkiri bahwa
kasus Ambalat dan Ambalat Timur adalah suar “kejutan peristiwa® yang sudah
terjadi, karena Malaysia secara tegas menyarakan bahwa "Ambalat dan Ambalar
Timur® adaiah hak milik mereks dan sudah dijual kepads perusahaan asing.

Sungguh mengherankan bahwa kasus Ambalat dan Ambalar Timur bisa
mendadak mencuat kepermukaan tunpa dapat didereksi secara proporsional
oleh sekian banyak pihak di Indonesia. Katakanlah mulai dard benteng
perminyakan nasional Pertamina, lalu ke berbagai departemen, migalnya Dep.
ESDM, Kelautan dan Perikanan, Lingkungan Hidup, Dalam Negeri (dengan
Otonomi Daerah), Luar Negeri, Pertshanan dan seterusnya sampai pada
Mabes TNL. Sulit untuk dimengerti, bagaimana sekian banyak departemen di
Jakarta tidak dapat mengindra genesis persoalan tersebut? Seandainva bangsa
inl menyadari sepenuhnya arti BBM di dalam peta kepentingan nasicnal,
tentumya tingkat atensi dan kepedulian akan sangat tinggi untuk mengamankan
kekayaan alam tersebut, Lebih lanjut dikatakan Kenichi Ohmae dalam thesisnyva
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Borderless World, bahwa peta dunia sudah "berubah™ mengikur perkembangan
kebutnhan pasar. Berbicara pasar rentunya berkaitan denpan perdapanpan
duma, dap berkaitan pula dengan kebutuhan primer industr, vaitu bahan bakar.
Masyarakat dunia menonton bagaimana AS merekavasa " pencaplokan Irak *
uniuk menguasai ladang minyak di sana. Dari pendekatan tersebut, banyak
pihak dapat menank suatu analogl, Kalimantan Timur sebagai ladang minyak
Indonesia, tentunya sudah pada tempatnya epabila memperhitungkan bahwa
area terseburt mempunyai daya tarik pada kadar tertencu. Kalau demikian
halnys, maka asset vital tersebut sudah selayaknya mendapatkan liputan
penpamanan secara komprehensif, maksudnya secara politik, hukum dan juga
secara fisik vang memadai di lapangan (Robert Mangindaan, 2005:30-31),
Dalam hal ini Indonesia sebagai negara kepulanan harus segera
menentukan sikap, dan tentunya melihat masalah Ambala: dan Ambalar
Timur sebagat suati masalah yang serius dan prinsip, untuk itu perlu segera
diselezaikan serta tidak terpancing dengan masalah yang bukan merupakan
miasalah pokok, dan penvelesaiannyapun dikembalikan kepada aspek hukumnya
ferutama perjanjian-perjanjian vang telah dibuat sntara Indonesia dan Malaysia,
&0rta perjanjian-perjanjian internasional lainmya.

B. Permasalahan

Berdasarkan pada latar belakang tersebut di atas, penulis hendak
merumuskan permasaishan yang ada dan vang mungkin akan timbol dari
sencketa antara Indonesia dan Malaysia di kawasan Ambalat dan Ambalat
?ﬂm: Adapun permasalahan yang hendak diromuskan adalah:

Langkah-langkah apa yang paling 1epat dan dapat dipergunakan Indonesia
am mempertahankan kawasan Ambalat dan Ambalat Tiere?

Pembahasan

- Negara Indonesia mempunyai batas maritim dengan 10 (sepuluh) negara
a, Artinya Indonesia harus menyelesaikan batas maritim dengan 10
Seyara tersebut. Adapun kesepuluh negara tersebut, valtu Malaysta, Singapura,
Thailand, India, Filipina, Vietnam, Papua Nugind, Australia, Palao dan Timor
Leste, Batas-batas maritim Negara Indonesia denpan negara tetangga meliputi:

L Batas laut Teritorial (Territorial Sea).

2 Baras Zona Tambahan (Contdguous Zone).

3 Batas Perairan Zona Ekonomi Eksklusif (EEZ).
£ PBatas Landas Kontinen (Continental Shelf).
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Menurut Kepala Pusat Pemetaan Batas Wilayah Badan Koordinasi Surved
dan Pemetaan Nasional, yang sekaligus juga sebagal Ketua Technical Working
Group Batas Maritim Indonesia, Sobar Sutisna (Harlan Kompas, 2007:13):
ZEE yang belum disepakari berada di perbatasan dengan Negara Timor Leste,
Palau, Filipina, Vietnam, Thailand, dan India. Sejauh ini kesepakatan batas
£ZEE rercapai dengan pihak Australis dan Papua Mugind. Dalam KHL 1982, ZEE
didefinisikan sebagai hak berdaulat atas pengelolaan sumber kekayaan alam
pada kolom air. Lebih lanjut dikatakan bahwa ada dus batas yurisdikei maritim
yang belum rerselesaikan, vaitu batas laut teritorizl dan batas landas kontinen,
Walaupun batas landas kontinen telah ditetapkan berdasarkan Konvensi PER
tahun 1958, 1etapi proses tersebut belum terselesaikan hingga kini, Untuk
kundas kontinen sekitar 30 persen yang belum disepakati, yaitu yang berbatasan
dengan Filipina, Palaw, dan Timor Leste. Selain itu, sampai kini pihak Indonesia
belum mencapai kesepakatan rentang batas laut terdtarial dengan tiga negara,
yaitu Singapura, Malaysia, dan Timor Leste. Panjangriys mencapai 40 persen
dari seluruh baras yurisdikel maritim Indonesia. Batas laut teritarial dengan
Malaysia yang belum terselesaikan ada di tiga wilayah, yaitu yang berada di
Selat Malaka sepanjang 17 mil laut, 12 mil laut di Tanjung Datuk, Kalimantan
Barat, dan 18 mil laut di Sehatik, Kalimantan Timur,

Penetapan batas-batas maritim dengan negara-negara tetangea dilakukan
berdasarkan beberapa peraturan, antara lain KHL 1982, Undang-Undang Mo.
6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, Peraturan Pemerintsh No. 38 Tahun
4002 rentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan
Indonesia. Penetapan hatas-batas maritim dengan negara-negara tetangga
diperlukan untuk mendapatkan kepastian hukum yang dapat mendukung
berbagal macam kegiatan yang dilakukan di laut,

Seperti halnya Indenesia dan Malaysia masih dihadapkan pada
permasalahan Ambalat dan Ambalat Timur. Wilayah perairan Ambala: dan
Ambalar Timur di sebelah timur Kalimantan Timur yang terletak pada 118.2558
Bujur Timur - 118254167 Bujur Timur, 2.56861 Lintang Utara - 3.79722
Lintang Utara (www.multimap.com), sudih sejak dulu diklaim sebagai bagian
dari wilayah Perairan Indonesia, Secara hukum dasar ying dapar digunakan
oieh Indonesia atas kepemilikan wilayah tersebut adalah Netherland and British
Boundary Treaty in the Island of Bornea 1891. Dalam Pasal IV Treaty 1891, berbunyi:

From 4 10" north latdiude on the Last coast thie boundary-line shall be contined enst
ward a long that parallel a cross the island of Sebatik, that portion on the island
sitwuged on the noreh of that parailel shall belong unreservedly to the Brirish North
Borneo Company, and the portion south of that parallel to the Netherland.
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Mengaco pada peraruran tersebut, dari 4°10° lintang utara ditarik
garis pantal paralel sampal memotong Pulau Sebatik, kemudian dengan
memperhatikan peraturan kolonfal Territoriale Zee en Maritieme Kringen
Ordomnantie 1939, (TZMEO 1939), Staatshlad 1935 No. 442 yang menetapkan
bahwea laoe teritorial divkor 3 mil laut dari garis air rendah pada pulav-pulao
dan bagian pulau yang merupakan bagian dar dararan Indonesia, maka getelah
memaotong Pulau Sebatik dicarik lagi sepanjang 3 mil laut parallel dan pada
saar itw pula Belanda sudah melakukan penegakan hukum. Apabila mengacu
pada Advice of the Council of Netheriand 10 Nevember 1922, yang berbunyi:

“Alse in the view of the Netherland Tndies the sea boundaries must be formed by o

line ont coast point of the land bewndary and drawn straight on the latter boundary.

This is cevtainly the most fair and best defimdable sohution”,

Hal ini berarti Advice of the Council of Netherlaond 10 November 1922, sampai
p=da titik akhir garis paatal kemudian ditarik garis tegak lurus dan sesuai
peraturan kolonial Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonnantie 1939,
panjangaya 3 mil laut, bahkan apabila mengacu kepada KHL 1982 yang tefah
diratifikasi oleh Indonesia, maka dapar divarik sampai 12 mil laut sebagai laut
wesitorial.

Apahila diteangkan dalam pera, maka akan terlihat gambar seperi i




Kemudian pada peta yang dikeluarkan oleh Malaysia vang merupalan
klaim secara sepihak pada tahun 1979, menarik garis vang tidak berparokan
kepada suatu dasar yang jelas, dengan telah berlakunya KHL 1982, landasan
hukum negara-negara dalam menetapkan batas-batas di laut berdasarkan KHL
1982, sehingga penetapan peta tersebut patut diragukan keabsahannya dan
pada awal pencrapan peta tersebut mendapat banyak protes dari nopara-negara
lain termasuk Indonesia atau dapart dikatakan hahwa peta ini ditetapkan secara
sepihak dan dipandang kontroversial karena tidak mengindahkan garis batas
negara-negara lain di sekitarnya, yang berakibar memasukkan beberapa bagian
wilayah laut negara lain ke dalam wilayah Malaysia, sehingga peta tersebur
tidak mengikat dan tidak membawa dampak hukum hagi negera Jain, rermasulk
Negara Indonesia.

Adapun peta yang diklatm oleh Malaysia, schagai berikiit:

Memperhatikan peta di atas, jika dikembalikan kepada cara pembagian
laut teritorial, maka dapar didasarkan pada Pasal 12 Konvensi Jenewa 1958
ventang Hukum Laut yang berbunyi;

L ﬁhuﬂemuufnmsmmmnppwﬁrmﬂnﬂmmmdmrﬁmw#ﬂu
two State is entitled, failing agreement between them to the contrary, to extend its
terratorial seq beyond the median line every point of which is equidistant from the
nearest poirts on the baselines from which the breadth of the territorial seas of each
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of the two States &5 measured. The provisions of this paragraph shall nor apply,
hewever, where it 15 necessary by reason of histaric title or other special cirrumstances
to delimit the territorial seas of the twa Siates in a way which is at varsance with
this provision
2 The line of delimitation between the territorial seas of two States lying oppesite to
each other or adjacent to each other shall be marked on large-scale charts officially
recogrized by the coastal States.
Ataupun dapar juga ditundukkan pads Pasal 15 KHL1981 (karena
Indonesia dan Malaysia telah meratifikasi KHL 1982), vang berbunyi:

Ditlam hal pantzi dua negara yang letaknya berhadapan atau berdampingan
sati samz lain, tidak satupun di antaranya berhak, kecvali ada persetujuan
vang sebaliknya antara mercka, untuk menetapkan bazas faut teritorialnya
melebili garis tengah yang dtik-titiknya sama jaraknya dari dok-titik
terdekar pada garis-garis pangkal dari mana lebar laut teriterial masing-
masing negara diukur. Tetapl ketentuan di atas tidak berlaku, spabila
terdapat alasan hak historis atau keadaan khusus lain yang menyebabkan
perlunya menetapkan baias laut reritorial antars kedua negara menorut
suatu cara yang berlainan dengan ketentuan di atas.

Penentuan batas laut teritorial antara Indonesta dan Malaysia merupakan
‘st kebutuhan yang harus segera diselesaikan, karena menyangkut hak dan

rwajiban kedua negara. Penentuan batas laut teritorial suatu negars yang
saknya berhadapan atan berdampingan dengan negara lain adalah hal yang
gar bagi dua negara yang bertetangpa. Yang pada intinya, bahwa baik yang
siaur dalam Pasal 12 Konvensi jenewa 1958 tentang Hukum Laut dan Pasal 15
ML 1982, mengharaskan adanya perundingan di antara nepara yang terkatt,
dslam hal senghera kawasan Ambalat dan Ambalat Timur antara Indonesia dan

zyeia, maka apabila tidak ada perundingan garis batas laot terivorial antara
Mecara Indonesia dengan Negara Malaysia, vang dapar dipergunakan adalah
ge=is tengah yang thtik-tidknya sama jaraknya dari dtik-titk terdekar dari garis
sengkal dari mana lebar ke reritorial masing-masing negara divkur, dengan
femnikian Malavsia tidak dapat menetapkan secars sepihak. Ketentuan inipun
sl berfaky jika adanya ketentuan lain, seperti relah disebutkan dalam Pasal

L

EHL 1982, yaitu berdasarkan atas hak historis atau keadaan khusus lainnya.

Apabila ridak dapar dicapai kesepakatan tentang garis batas laut teritorial
@enigan menggunakan pilihan-pilihan tersebut, maka negara-negara dapat
menppunakan mekanisma penyelesaian senpketa yang diatur dalam Bab XV
WHL 1982, yang berupa pilihan prosedur penyelesaian sengketa secara damai.
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Kemudian Pasal 11 Konvensi Jenewa 1938 rentang Hukum Laut, yang
berbunyi:

. Alow-tide elevation is @ naturally-formed area of land which is surrounded
by and ahove water at low-tide but submerged at kigh tide. Wheve a low-tide
elevation is situated wholly or partly at a distance nnt excending the breadth of
the territorial sea from the mainland or an island, the low water line on that
elevation may be used as the baseline for mewsuring the breadth of the territorial
.

2. Whaerea low-tide elevation is wholly sinated ar a distance exceeding the breadth
of the territorial sea from the mainend ov an island, it has no terrivorial sea of

its owm.
Hal serupa diatur didalam Pasal 47 (4) KHL 1962, vang beerbunyi:

Garis pangkal kepulavan tidak boleh ditarik ke dan dari elevasi surot,
=ecuall apabila di atasnya telah dibangun mercu suar atau instalasi ssrupa
ying secara permanen berada di atas permukaan laut atao apabila elevast
surut tersebut terletak seluruhnya atau sehagian pada suatu jarak vang

tdak meiebihi lebar laur tericorial dar pulau yang terdekar,

Peta di bawah ini menunjuickan penerapan Pasal 11 Konvensi Jenews 1958
Tentang Hukum Laur dan Pasal 47 (4) KHL 1982,




Kemudian Pasal 13 KHL 1982 yang menyatakan:

I.  Suatu elevasi surut adalah suatu wilayah daratan yang terbentuk
secara alamizsh vang dikelilingi dan berada di atas permukaan [aut
pada waktu alr surut, tetapi berada di bawah permukaan laut pada
walktu air pasang. Dalam hal suatu elevasi surut terfetak seluruhnya
atau sebagian pada suatw jarak yang tidak melebihi lebar laut teritorial
dari daratan utama stan suatn pulsu, maka garis air surot pada elevasi
demikian dapar digunakan scbagal garis pangkal untok maksud
penpukuran lebar laut teritorial.

2. Apabila suatu elevasi surut berada seluruhnya pada suatn jarak yang
lebih dari laurt reritorial dari daratan utama ataw suatu pulau, maka
elevasi demikian tidak mempunyal laut teritorial sendid.

~ Ketentuan ini dapat juga digunakan dalam penentuan titik dasar bapl suaty
a kepulavan, sepert halnya dengan Negara Indonesia yang mempunyai
geografis sesual dengan pasal inl dan yang dapat digunakin scbaga
gk pangkal adalah Karang Unarang. Menurut Adi Sumardiman, jarak antara
sian Sebatik dengan Karang Unarang kurang dari 12 mil lawt (kira-kira 11 mil
pnt dan jarik antara Karang Unarang sampai dengan Puleu Sipadan sckitar
3 mil laut, hal ini berarti dari Karang Unarang dapar ditarik garis pangkal
mengukur lebar laut teritorial Negara Indonesia selebar 12 mil laug (Adi
iman, ahli pemetaan Tentara Masional Indonesia, 2007}.




Kondisi yang kini terjadi di kawasan Ambalar dan Ambalar Timur inipun
tidak dapat dilepaskan dari perebutan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan.
Berdasarkan Putusan Mahkamah Internasional tanggal 17 Desember 2002
rentang Pulau Sipadan dan Pulay Ligitan, memuruskan hak kepemilikan kedus
pulau tersehut kepada Malaysia, Walaupun demikian, memerut Hakim Shigeru
Oda dari Mahlkamah Internasional, kedua pulau tersebur ridak dapar dijadikan
Malaysia sebagai dasar penetapan landas kontinennya dengan Indonesia.
Pendapat Hakim Shigeru Oda tersebur sesuai dengan kerentan Pasal 121 (3)
KHL 1982, vang berburmyi:

Batu karang yang tidak dapat mendukung kediaman manusia atau
kehidupan ekonomi tersendiri tidak mempunyal zona ekonomi eksklusif
arau landas konginen.

Ketenruan KHL 1982 ini secara ridak langsung telah membaralkan dasar
klaim dari Malaysia ersebut.

Lebih lanjut apabila Indonesia dapat membuktikan pernyatsan yang
dikemukakan oleh Hasjim Djalal yang telah dimozt dalam Harfan Kompas
tanggal 9 Maret 2005, yang menyatakan bahwa *wilayah Ambalat merupakan
kelanjutan alamiah dari dararan Kalimantan Timur dan antara Sabah dengan |
wilayah Ambalat terdapaz laut dalam yang menjadi pemisah kedua tempat
tersebur™, fakia ilmiah ini harus dapar dibukrikan oleh Indonesia untuk
menguatkan argumen kepemilikan wilayah perairan sabelah timur Kalimantan
Timur tersebut.

Pernyatzan Hasjim Djalal tersebut, dibenarkan oleh Adi Sumardiman,
beliau mengatakan bahwa antara Sabah dan wilayah Ambalat dipisahkan oleh
laut dalam, sedangkan wilayah Ambalar merupakan kelanjutan alamiah dari
daratan Kalimantan Timur, schingga yang merupakan pembatasnya adalah laut
dalam tersebut. (wawancara penulis dengan Adi Sumardiman).

Sclanjutnya, dalam menetapkan lebar landas kontinen dan vang
sekaligus dapat dipakai untuk menguatkan argumentasi Indonesiz, maka
dapar diterapkan Pasal 76 KHL 1982. Pasal cersebut menetspkan lebar landas
kontinen berdasarkan kriteria kedalaman arsu kriteria kemampuan eksploitasi,
sehingga terdapat beberapa kriveria, yaitu:

1. Jerak sampai 200 mil laut jika tepian luar kentinen ddak mencapai 200

mil laut.

2. Kelanjutan alamiah wilayah daratan di bawah laut hingga tepian loar
kontinen yang lebarnya tidak boleh melebihi 350 mil laut yang diukur
dari garts dasar laut teritorial di luar 200 mil laut masih terdapat daerah
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dasar laut yang merupakan kelanjutan alamiah dari wilayah daratan dan
jika memenuhi kriteria kedalaman sedimentasi yang ditetapkan dalam
konvensi, atzi

3. Tidak boleh melebihi 100 mil laut dari garis kedalaman (isobar) 2500
IMETCr:

Untuk penctapan garis batas landas kontinen antara negara vang pantainya
porhadepan atan berdampingan diatur dengan Pasal 6 Konvensi Jenswa 1958
dan Pasal 83 KHL 1582, Adapun bunyi Pasal 6 Konvensi Jenewa 1958, sebagai
perikut:

L. Where the same continmial shelf is adjacent (o the territorses of two or more
Srare whose coutsts ave opposite each other, the boumdary of the contimental shelf
appertaining to such States shall be determined by agreemment between them. In
the absence of agreement, and wnless another boundiry line is fustified by special
ctrcumstances, the boundary is the median line, every poine of the haselines from
witich the breadth of the territorial sea of each State is measured.

2. Where the same continental shellis adiacent to the territorses of two adjacent
States, the boundary of the continental shelf shall be determined by agreement
berween theam, In the absence of agreement, and unless another boundary
fine 1s justified by special circumstances, the boundary shail be deternrined
by application of the principle of equidistance fram the nearest points of the
Batelings fromm which the breadth of the territorial sea of each State is measiored.

3. [Indelimiting the boundaries of the continental shell, any lines which are drawn
in accordance with the principles set out i paragraphs | m:diﬂj'l‘hl':nm'dr
shanld be defined with reference to charts and geographical features ax they
excist at a particular dete, and reference should be made to foced permanent
idenriftable points an the land.

Kemudian Pasal 83 KHL 1982, berbunyi sebagai berikut:

1 Tenetapan garis batas landas kontinen antara negara yang pantainya
~ berhadapan arap berdampingan haros dilakukan dengan perserujuan aras
 dasar hukom internasional, sebagaimana tercantum dalam Pasal 38 Statuta

‘Mahkamah Internasional untok mencapai suztu penyelesaian yang adil.

2 Apahila tidak dapar dicapai persetujuan dalam jangks wakiu yang pantas,
negara vang bersangkutan harus menggunakan prosedur yang ditentukan
dalam Bab XV,

3 Sambil menunggyu persetujuan sebagalmana ditentukan dalam ayat 1,
negara-negara yang bersangkutan, dengan semangar saling pengertian dan
kerja sema, harus membuat segala usaha untuk mengadakan pengaturan
sementara yang bersifar praktis dan. selama masa peralihan inl, tdak
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membahayakan atay mengganggu pencapaian persetujuan yang tuntas,
Fengaturan demikian tidak boleh merugikan penctapan garis batas yang
tuntas.

4. Dalam hal ada suatu persetujuan yang berlaku antara NCEArA-NCEaTa yang
Bersangkutan, masalzh yang bertalian dengan penetapan garis batas landas
kontinen harus ditetapkan sesual dengan ketentuan persetufuan i,

Kedua pasal tersebut di atas apabila diterapkan dalam kasus Ambalar dan
Ambalat Timur, maka Malaysia tidek akan dapat menarik garis yang dapat
menghasilkan landas kontinen, karena kawasan Ambalat dan Ambalat Timur
masuk ke dalam laut teritorial Indonesia.

D. Kesimpulan

Metihat letak dan posisi kawasan Ambalar dan Ambalat Timur, maks
kawasan tersebur masuk ke dalam laut wilayah Indonesia, Hal ini dapat juga
dijelaskan dari perjanjian-perjanjian yang pernah diadakan antara Indenesia dan
Malaysia maupun perjanjian-perjanjian sebelumnya dan ketentuan KHL 1982,
Melihar kondisi yang ada dan dalam usaha mengembalikan kawasan Ambalat
dan Ambalat Timur, Indonesia dapat menggunakan dasar argumentasinya
dengan ketentuan yang diatur dalam KHL 1982, dan kondisi geografis.

Jadi kawasan Ambalat dan Ambalat Timur merupakan wilayah laus
yang masuk ke dalam lavt wilayah Indonesia, maka prinsipnva disini adalah
kedaulatan. Seperii telah diketahui bahwa wilayah negara mempunyal arti
yang sangat penting, karena tidak hanya merupakan tempat berdaular dari
suatu negara dalam melaksanakan pemerintahannya, tetapi juga merupakan
salah satu unsur pokok dari diakuinyn suatu negara sebagai subjek hukum
internasional. Di samping it laut dalam hal ini laur wilavah mempunyai
arti kesatuan wilayah yang meliputi dua aspek utama, yaitu aspek keamanan
dan aspek kessjahteraan. Oleh karena ftu baik penetapan batas-batas terluar
maupun gans batas wilayah dan yurisdiks: negara di laut dengan negara-negara
tetangga yang berbatasan perlu segera dilaksanakan dalam ranpka untuk
memperoleh kepastian hukum. Bagi Indonesia kepentingan nasional di laut
tidak hanya rerbatas pada zona maritim yang merupakan wilayah negara, akan
tetapi juga meliputi zona-zona laut di lusr wilaysh negara yang dinamalkan
dengan hak-hak berdaulat dan yurisdiksi datam penggunasn laut. Sehingga
dengan mengacu pada skala prioritas tersebut di aras, maka upava-upava vang
dapat dipersizpkan oleh Negara Indonesia adalah:
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1. Melanjutkan perundingan dengan Malaysia dan tetap mendasarkan
kepada aturan-aturan hukum yang berlaku, karena Indonesia dan Malaysia
merupakan negara yang telah meratifikasi KHL 1982,

2. Mengadakan perundingan yang lebih mengarah dan sekaligus mengingarkan
Malaysiz, bahwa potusan Mahkamah Internasional yang berkaitan dengan
Pulau Sipadan dan Pulan Ligitan hanya memberikan kedaulatan atas kedua
pilau tersebut kepada Malaysia, namun tidak memberikan efek penuh
terhadap batas maritim,

3. Indonesia harus lebih sertus dalam menuntaskan penyelesaian masalah
perbatasan, mengingat Indonesia masih dihadapkan pada magalah-masalah
perbarasan maritim dengan negara-negara lain, Penyelesaian perbatasan
Kawasan Ambalat dan Ambalat Timur ini menjadi cerminan dalam
penyelesatan perbatasan dengan negara-negara yang lainnya.

Dilihar dari aspek hukumnya, Indonesia mempunyai posisl yang kuat.
Oleh karena it upaya-upaya penyelesaian masalah perbatasan hendaknya
tetap mengedepankan argumentasi hukom dan bukei-bukei, serta tidak kalah
pentingnya yaitu kemampuan dan keterampilan untuk meyakinkan pihak
Swan.
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